Perkembangan Akuntansi di Indonesia by Putri, A. (Anisa)
JRAK, Vol. 2, Agusutus 2010 
Hal. 38 - 49 
38 
PERKEMBANGAN AKUNTANSI DI INDONESIA 
Anisa Putri 
Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISMA 
 
ABSTRACT 
Accounting is a tool to inform the financial information to everyone who needs. Informing 
such information, it is used the report of accounting or financial report. The dynamics of develophing 
the standart of accountancy since IAI established in 1957 till now. At last, there are three historical 
milestones that have been reached in develophing the standard of financial accountancy in Indonesia. 
First,  before activating the money market in Indonesia in 1973. Second, in 1984, and third in 1994 IAI 
totally revised PAI 1984 it is converted in SAK per 1st October 1994. Since 1994 IAI also pas decided 
to harmonize with international accountancy standart in develophing it’s standart by declaration, it is 
hoped that the entity has enough time to prepare as well as possible in anticipating the process on 
confergence done by IAI.  
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PENGANTAR 
Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas 
keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis. Akuntansi disebut sebagai bahasa 
bisnis karena merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang 
memerlukannya. Semakin baik kita mengerti bahasa tersebut, maka semakin baik pula keputusan kita, 
dan semakin baik kita didalam mengelola keuangan. Akuntansi merupakan pengukuran, penjabaran, 
atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak 
dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalamperusahaan, 
organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan 
yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak 
berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang 
terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang 
dari akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, 
diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. 
Untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut, maka digunakanlah laporan akuntansi 
atau yang dikenal sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan biasanya terdiri atas 
lima jenis laporan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan 
catatan atas laporan keuangan (IAI, 2009). 
 Neraca, adalah daftar yang sistematis dari aktiva, utang dan modal pada tanggal tertentu, yang 
biasanya dibuat pada akhir tahun. Disebut sebagai daftar yang sistematis, karena neraca 
disusun berdasarkan urutan tertentu. Dalam neraca dapat diketahui berapa jumlah kekayaan 
perusahaan, kemampuan perusahaan membayar kewajiban serta kemampuan perusahaan 
memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar. Selain itu juga dapat diperoleh informasi 
tentang jumlah utang perusahaan kepada kreditur dan jumlah investasi pemilik yang ada 
didalam perusahaan tersebut. 
 Laporan laba rugi, adalah ikhtisar mengenai pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk 
periode tertentu, sehingga dapat diketahu laba yang diperoleh dan rugi yang dialami. 
 Laporan perubahan modal, adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal untuk periode 
tertentu, mungkin satu bulan atau satu tahun. Melalui laporan perubahan modal dapat 
diketahui sebab-sebab perubahan modal selama periode tertentu. 
 Laporan arus kas, dengan adanya laporan ini pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi 
perubahan aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) 
dan kemampuan perusahaan didalam menghasilkan kas dimasa mendatang. 
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 Catatan atas laporan keuangan yang diantaranya berisi kebijaksanaan akuntansi yang 
mempengaruhi posisi keuangan dari hasil keuangan perusahaan. 
 
 
PEMBAHASAN 
2.1. Sejarah Akuntansi 
Ahli sejarah mengakui bahwa sistem pencatatan telah ada pada peradaban kurang lebih 3000 
M. Bentuk pembukuan pada peradaban itu berkaitan dengan faktor-faktor, antara lain sistem penulisan, 
pengenalan angka arab dan desimal, aljabar, bahan-bahan penulisan yang murah, meningkatnya 
literasi, dan adanya medium pertukaran yang baku. Orang pertama yang dikenal mengkodifikasikan 
akuntansi dengan mengulas tata buku berpasangan yang disebut Particularis de Computis et Scripturis 
adalah Luca Pacioli karena inilah tulisan pertama kali yang diterbitkan dan dipublikasikan dan masih 
relevan sampai sekarang. Kendatipun demikian peran para pedagang khususnya dari bangsa Arabia 
dan Mesir dalam penemuan akuntansi pertama kali tidak dapat diabaikan dengan bukti adanya praktik 
sistem buku berpasangan oleh pemerintahan islam pada abad ke-10.  
Pembukuan berpasangan berkembang. Pada awalnya, pencatatan transaksi perdagangan 
dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dicatat pada batu, kulit kayu, dan sebagainya. Catatan tertua 
yang berhasil ditemukan sampai saat ini masih tersimpan, yaitu berasal dari Babilonia pada 3600 
sebelum masehi.  
Penemuan yang sama juga diperoleh di Mesir dan Yunani kuno. Pencatatan itu belum 
dilakukan secara sistematis dan sering tidak lengkap. Pencatatan yang lebih lengkap dikembangkan di 
Italia setelah dikenal angka- angka desimal arab dan semakin berkembangnya dunia usaha pada waktu 
itu. Perkembangan akuntansi terjadi bersamaan dengan ditemukannya sistem pembukuan berpasangan 
(double entry system) oleh pedagang- pedagang Venesia yang merupakan kota dagang yang terkenal di 
Italia pada masa itu. Dengan dikenalnya sistem pembukuan berpasangan tersebut, pada tahun 1494 
telah diterbitkan sebuah buku tentang pelajaran penbukuan berpasangan yang ditulis oleh seorang 
pemuka agama dan ahli matematika bernama Luca Pacioli dengan judul Summa de Arithmatica, 
Geometrica, Proportioni et Proportionalita yang berisi tentang palajaran ilmu pasti. Namun, di dalam 
buku itu terdapat beberapa bagian yang berisi palajaran pembukuan untuk para pengusaha. Bagian 
yang berisi pelajaran pembukuan itu berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio. Buku tersebut 
kemudian tersebar di Eropa Barat dan selanjutnya dikembangkan oleh para pengarang berikutnya.  
Sistem pembukuan berpasangan tersebut selanjutnya berkembang dengan sistem yang 
menyebut asal negaranya, misalnya sistem Belanda, sistem Inggris, dan sistem Amerika Serikat. 
Sistem Belanda atau tata buku disebut juga sistem continental. Sistem Inggris dan Amerika Serikat 
disebut sistem anglo- saxon. Perkembangan akuntansi dari sistem continental ke anglo-saxon Pada 
abad pertengahan, pusat perdagangan pindah dari Venesia ke Eropa Barat. Eropa Barat, terutama 
Inggris menjadi pusat perdagangan pada masa revolusi industri. Pada waktu itu pula akuntansi mulai 
berkembang dengan pesat. Pada akhir abad ke-19, sistem pembukuan berpasangan berkembang di 
Amerika Serikat yang disebut accounting (akuntansi). Sejalan dengan perkembangan teknologi di 
negara itu, sekitar pertengahan abad ke-20 telah dipergunakan komputer untuk pengolahan data 
akuntansi sehingga praktik pembukuan berpasangan dapat diselesaikan dengan lebih baik dan efisien. 
Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan- perusahaan di Indonesia menggunakan tata buku. 
Akuntansi tidak sama dengan tata buku walaupun asalnya sama-sama dari pembukuan berpasangan. 
Akuntansi sangat luas ruang lingkupnya, diantaranya teknik pembukuan. Setelah tahun 1960, 
akuntansi cara Amerika (anglo- saxon) mulai diperkenalkan di Indonesia. Jadi, sistem pembukuan 
yang dipakai di Indonesia berubah dari sistem Eropa (continental) ke sistem Amerika (anglo- saxon).  
Akuntansi sebagai suatu seni yang mendasarkan pada logika matematik - sekarang dikenal 
sebagai “pembukuan berpasangan” (double-entry bookkeeping) - sudah dipahami di Italia sejak tahun 
1495 pada saat Luca Pacioli (1445 - 1517), yang juga dikenal sebagai Friar (Romo) Luca dal Borgo, 
mempublikasikan bukunya tentang “pembukuan” di Venice. Buku berbahasa Inggris pertama diketahui 
dipublikasikan di London oleh John Gouge atau Gough pada tahun 1543. 
Sebuah buku ringkas menampilkan instruksi akuntansi juga diterbitkan di tahun 1588 oleh 
John Mellis dari Southwark, yang termuat perkataanya, "I am but the renuer and reviver of an ancient 
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old copie printed here in London the 14 of August 1543: collected, published, made, and set forth by 
one Hugh Oldcastle, Scholemaster, who, as appeareth by his treatise, then taught Arithmetics, and this 
booke in Saint Ollaves parish in Marko Lane." John Mellis merujuk pada fakta bahwa prinsip 
akuntansi yang dia jelaskan (yang merupakan sistem sederhana dari masukan ganda/double entry) 
adalah "after the forme of Venice". 
Pada awal abad ke 18, jasa dari akuntan yang berpusat di London telah digunakan selama 
suatu penyelidikan seorang direktur South Sea Company, yang tengah memperdagangkan bursa 
perusahaan tersebut. Selama penyelidikan ini, akuntan menguji sedikitnya dua buku perusahaan. 
Laporannya diuraikan dalam buku Sawbridge and Company, oleh Charles Snell, Writing Master and 
Accountant in Foster Lane, London. Amerika Serikat berhutang konsep tujuan Akuntan Publik 
terdaftar pada Inggris yang telah memiiki Chartered Accountant di abad ke 19. 
Sumbangan masa Renaisans pada akuntansi, antara lain munculnya istilah-istilah akuntansi 
yang dipakai sampai saat ini, antara lain debt, debtor, debenture, debit, kredit, creed, dan credere. 
Selain itu mereka telah memulai pengembangan akuntansi biaya, accrual, deffered, dan audit neraca.  
Sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia tidak terlepas dari nuansa sejarah politik dan 
perdagangan di Indonesia. Pada dekade zaman penjajahan sampai 1955 cara untuk memperoleh gelar 
akuntan melalui pendidikan formal dan nonformal (kursus-kursus). Pada dekade 1955 sampai dengan 
1979 gelar akuntan mulai diberikan. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 1954, diawali dengan pembukaan 
jurusan akuntansi di UI Tahun 1955 lulusan akuntansi pertama pada Tahun 1957. Akan tetapi, UU 
tersebut ternyata mengandung kontroversi-kontroversi, yaitu bahwa:  
1. Yang diperbolehkan mendidik calon akuntan adalah universitas negeri di fakultas 
ekonominya, akibatnya mempunyai konsekuensi bahwa universitas swasta tidak dibenarkan 
menghasilkan akuntan;  
2. Pendidikan mengarah ke pendidikan akuntan publik.  
Pada dekade 1980 sampai dengan 2000 pintu bagi lulusan PTS untuk memperoleh sebutan 
akuntan mulai dibuka melalui mekanisme Ujian Negara Akuntansi (UNA). Selain itu berdasarkan UU 
No. 21 Tahun 1989 seseorang dapat memperoleh gelar akuntan yang selanjutnya diubah menjadi 
sebutan akuntan dengan syarat seseorang itu telah bergelar Sarjana Ekonomi. Pada tahun 1997 izin 
praktik akuntan hanya diberikan bagi yang telah menempuh USAP setelah itu baru bisa mendapatkan 
BAP. Pada akhirnya dekade 2001 sampai dengan sekarang lahirlah mekanisme baru seiring dengan 
terbitnya SK Mendikbud No. 056/U/1999 mulai September 2002 gelar akuntan bukan monopoli PTN 
bahkan sejak berlakunya SK Mendiknas 179/U/2001 mahasiswa S1 jurusan akuntansi PTN harus 
menempuh pendidikan di PPA paling lama 2 tahun barulah bisa menghasilkan gelar dan register 
akuntan. Sejak berlakunya SK itu PTN penghasil akuntan dibatasi sampai 31 Agustus 2004. Akhirnya 
PPA bisa diselenggarakan oleh semua perguruan tinggi yang memenuhi syarat yang direkomendasikan 
IAI melalui panitia Ahli. Guna mendukung kelancaran penyelenggaraan PPA, Mendiknas 
mengeluarkan SK Mendiknas No. 180/P/2001 tentang pengangkatan Panitia Ahli Pertimbangan 
Persamaan Ijazah Akuntan.  
Sejarah akuntansi penting bagi pedagogi, kebijakan, dan praktik akuntansi. Sejarah 
memungkinkan kita untuk dapat lebih baik memahami masa kini dan meramalkan atau mengendalikan 
masa depan kita. Berkaitan dengan pedagogi, sejarah akuntansi dapat sangat berguna untuk 
memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik mengenai bidang akuntansi dan evolusinya 
sebagai satu ilmu sosial. Satu pemikiran yang bagus akan relevansi dari sejarah akuntansi terhadap 
pedagogi diuraikan dibawah ini :  
Pertama-tama, suatu profesi yang didasarkan pada tradisi yang dikembangkan selama 
berabad-abad seharusnya mendidik para anggotanya untuk lebih menghargai warisan intelektual yang 
mereka miliki. Kedua, adanya impor keunggulan-keunggulan pemikiran, kontribusi-kontribusi besar 
pada literatur, dan studi-studi positif yang penting mungkin saja akan hilang, terfragmentasikan, atau 
dipelajari secara tidak sempurna di dalam jangka waktu yang lebih panjang kecuali jika mereka telah 
didokumentasikan dan digabungkan oleh orang- orang terpelajar yang memiliki keahlian sejarah. 
Ketiga, tanpa memiliki akses kepada analisis dan interpretasi dari sejarah perkembangan pemikiran 
dan praktik akuntansi, para empiris saat ini akan berisiko mendasarkan investigasi yang mereka 
lakukan pada klaim-klaim atas masa lalu yang tidak lengkap atau tidak berdasar. Berkaitan dengan 
praktik akuntansi, sejarah akuntansi dapat memberikan penilaian yang lebih baik atas praktik-praktik 
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yang berlaku dengan melakukan perbandingan terhadap metode-metode yang pernah digunakan di 
masa lalu. 
 
2.2. Prinsip – prinsip Akuntansi di Indonesia 
Laporan keuangan diolah dari ratusan atau ribuan transaksi-transaksi dengan cara yang 
sistematis dengan suatu dasar tertentu. Dasar ini dinamakan prinsip-prisip akuntansi yang lazim 
(General Accepted Accounting Principles). Justru oleh karena sifat yang tidak eksak dari akuntansi ini 
maka diperlukan “prinsip-prinsip akuntansi yang lazim” . Tanpa adanya prinsip yang berfungsi sebagai 
patokan atau pedoman ini, maka kemungkinan masing-masing akuntan akan menggunakan caranya 
sendiri, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi simpang siur.  
Profesi akuntansi telah berusaha mengembangkan sekumpulan standar yang pada umumnya 
diterima dan secara universal dipraktikkan. Usaha-usaha itu telah menghasilkan dipakainya 
seperangkat aturan dan prosedur umum yang disebut sebagai prinsip akuntansi berterima umum yang 
merupaka guideliness (standar) yang menunjukkan tentang tata cara melaporkan kejadian ekonomis. 
Adanya perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di 
dunia dalam komunitas tunggal yang dijembatani teknologi dan informasi yang semakin murah, 
menuntut adanya transparansi di segala bidang. SAK yang berkualitas merupakan salah satu prasarana 
penting untuk mewujudkan transparansi tersebut. SAK dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin, 
dimana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh 
karena itu, pengembangan SAK yang baik, sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang 
ini. 
Terkait hal tersebut IAI sebagai wadah professional di Indonesia selalu tanggap terhadap 
perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi 
akuntan. Dalam hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak 
berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya terdapat tiga tonggak sejarah dalam 
pengembangan SAK di Indonesia. 
1. Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 
1973. Pada masa itu pada pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar 
akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku “Prinsip Akuntansi Indonesia” (PAI). 
2. Tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu komite PAI melakukan revisi 
secara mendasar 1973 dan kemudian mengkondisifikasinya dalam buku “Prinsip Akuntansi 
Indonesia 1984” dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dan dunia usaha. 
3. Tonggak sejarah ke tiga terjadi pada tahun 1994 IAI melakukan revisi total PAI 1984 dan 
melakukan kodifikasi dalam buku “Standar Akuntansi Keuangan 1994” per 1 Oktober 1994. 
Sejak tahun 1994 IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar 
akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya 
terjadi perubahan dalam harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka 
konvergensi dengan International Financial Report Standars (IFRS). Program adopsi penuh 
dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana beberapa 
tahun ke depan. 
Dalam perkembangannya SAK terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa 
penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan 6 
kali yaitu pada tanggal : 
1. 1 Oktober 1995 
2. 1 Juni 1996 
3. 1 Juni 1999 
4. 1 April 2002 
5. 1 Oktober 2004 
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6. 1 September 2007 
Buku “Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007”  ini di dalamnya sudah 
bertambah dibandingkan revisi sebelumnya yaitu tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 
PSAK revisi. Secara garis besar, sekarang ini terdapat 2 KDPPLK, 62 PSAK, dan 7 ISAK. Untuk 
dapat menghasilkan SAK yang baik maka badan penyusunnya terus dikembangkan dan disempurnakan 
sesuai dengan kebutuhan.  
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada hari ini Selasa, 23 Desember 2008 dalam rangka ulang 
tahunnya ke-51 mendeklarasikan rencana Indonesia untuk convergence terhadap International 
Financial Reporting Standards (IFRS) dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Pengaturan 
perlakuan akuntansi yang konvergen dengan IFRS akan diterapkan untuk penyusunan laporan 
keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Hal ini diputuskan setelah 
melalui pengkajian dan penelaahan yang mendalam dengan mempertimbangkan seluruh risiko dan 
manfaat konvergensi terhadap IFRS.Compliance terhadap IFRS telah dilakukan oleh ratusan negara di 
dunia diantaranya adalah Korea, India dan Canada yang akan melakukan konvergensi terhadap IFRS 
pada tahun 2011.  Data dari International Accounting Standard Board (IASB) menunjukkan  saat ini 
terdapat 102 negara yang telah menerapkan IFRS dengan berbagai tingkat keharusan yang berbeda-
beda. Sebanyak 23 negara mengizinkan penggunaan IFRS secara sukarela, 75 negara mewajibkan 
penggunaan IFRS untuk seluruh perusahaan domestik, dan empat negara mewajibkan penggunaan 
IFRS untuk perusahaan domestik tertentu. 
Compliance terhadap IFRS memberikan manfaat terhadap perbandingan laporan keuangan 
dan peningkatan transparansi. Melalui compliance maka laporan keuangan perusahaan Indonesia akan 
dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain, sehingga akan sangat 
jelas kinerja perusahaan mana yang lebih baik. Selain itu, program konvergensi juga bermanfaat untuk 
mengurangi biaya modal (cost of capital), meningkatkan investasi global, dan mengurangi beban 
penyusunan laporan keuangan. 
International Financial Reporting Standards (IFRS) dijadikan sebagai referensi utama 
pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat 
kokoh. Penyusunannya didukung oleh para ahli dan dewan konsultatif internasional dari seluruh 
penjuru dunia. Mereka menyediakan waktu cukup dan  didukung dengan masukan literatur dari ratusan 
orang dari berbagai displin ilmu dan dari berbagai macam juridiski di seluruh dunia. 
Dengan telah dideklarasikannya program konvergensi terhadap IFRS ini, maka pada tahun 
2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan  IAI akan mengacu 
kepada IFRS dan diterapkan oleh entitas. Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada kesempatan ini 
juga akan menerbitkan eksposur draft Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah.  
Standar UKM ini akan menjadi acuan bagi usaha kecil dan menenggah dalam mencatat dan 
membukukan semua transaksinya. 
DSAK juga akan terus mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi 
kebutuhan pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi syariah, yang terus berkembang di tanah air. 
Konvergensi terhadap IFRS merupakan milestone baru dari serangkaian milestone yang pernah dicapai 
oleh Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam sejarah perkembangan profesi akuntansi, 
khususnya dalam pengembangan standar akuntansi keuangan. 
 
 
2.3. Akuntansi Internasional 
Konsep dari akuntansi universal atau dunia adalah yang paling luas ruang lingkupnya. Konsep 
ini mengarahkan akuntansi internasioanal menuju formulasi dan studi atas satu kumpulan prinsip-
prinsip akuntansi yang diterima secara universal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan satu 
standardisasi lengkap atas prinsip-prinsip akuntansi secara internasional. Di dalam kerangka kerja 
konsep ini, akuntansi internasional dianggap sebagai sebuah sistem universal yang dapat diterapkan di 
semua negara. Sebuah seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (generally accepted 
accounting principles-GAAP) yang diterima di seluruh dunia, seperti yang berlaku di Amerika Serikat, 
akan dibentuk. Praktik dan prinsip-prinsip yang dikembangkan akan dapat diberlakukan di seluruh 
negara. Konsep ini akan menjadi sasaran tertinggi dari suatu sistem internasional.  
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Konsep dari akuntansi komparatif atau akuntansi internasional mengarahkan akuntansi 
internasional kepada studi dan pemahaman atas perbedaan-perbedaan nasional di dalam skuntansi. Hal 
ini meliputi :  
1. Kesadaran akan adanya keragaman internasional di dalam akuntansi perusahaan dan praktik-praktik 
pelaporan.  
2. Pemahaman akan prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi dari masing-masing negara.  
3. Kemampuan untuk menilai dampak dari beragamnya praktik-praktik akuntansi pada pelaporan 
keuangan.  
Munculnya paradigma baru di dalam akuntansi internasional memperluas kerangka kerja dan 
pemikiran untuk memasukkan ide-ide baru dari akuntansi internasional. Sebagai akibatnya, terbit 
daftar yang sangat panjang akan konsep-konsep dan teori-teori akuntansi yang dibuat oleh 
Amenkhienan untuk memasukkan hal-hal sebagai berikut :  
1. Teori universal atau dunia  
2. Teori multinasional  
3. Teori komparatif  
4. Teori transaksi-transaksi internasional  
5. Teori translasi  
Masing-masing teori-teori di atas memberikan dasar bagi pengembangan dari sebuah 
kerangka kerja konseptual untuk akuntansi internasional. Meskipun akan terdapat argumentasi 
mengenai teori manakah yang akan lebih disukai.  
Harmonisasi sebagai kebalikan dari standardisasi memilki arti sebuah rekonsiliasi atas 
berbagai sudut pandang yang berbeda. Istilah ini lebih bersifat sebagai pendekatan praktis dan 
mendamaikan daripada standardisasi, terutama jika standardisasi berarti prosedur-prosedur yang 
dimiliki oleh satu negara hendaknya diterapkan oleh semua negara yang lain. Harmonisasi menjadi 
suatu bagian yang penting untuk menghasilkan komunikasi yang lebih baik atas suatu informasi agar 
dapat diartikan dan dipahami secara internasional. Harmonisasi tersebut dianggap lebih realistis dan 
memiliki kemungkinan lebih besar untuk diterima dari pada standardisasi. Setiap negara memiliki 
kumpulan aturan, filosofi, dan sasarannya masing-masing di tingkat nasional, yang ditujukan pada 
perlindungan atau pengendalian dari sumber-sumber daya nasional.  
Terdapat bermacam-macam keuntungan dari harmonisasi. Pertama, bagi banyak negara, 
belum terdapat suatu standar kodifikasi akuntansi dan audit yang memadai. Standar yang diakui secara 
internasional tidak hanya akan mengurangi biaya penyiapan untuk negara- negara tersebut melainkan 
juga memungkinkan mereka untuk dengan seketika menjadi bagian dari arus utama standar akuntansi 
yang berlaku secara internasional. Kedua, internasionalisasi yang berkembang dari perekonomian 
dunia dan meningkatnya saling ketergantungan dari negara-negara di dalam kaitannya dengan 
perdagangan dan arus investasi internasional adalah argumentasi yang utama dari adanya suatu bentuk 
standar akuntansi dan audit yang berlaku secara internasional. Ketiga, adanya kebutuhan dari 
perusahaan-perusahaan untuk memperolah modal dari luar, mengingat tidak cukupnya jumlah laba di 
tahan untuk mendanai proyek-proyek dan pinjaman-pinjaman luar negri yang tersedia, telah 
meningkatkan kebutuhan akan harmonisasi akuntansi.  
 
2.4. Perkembangan Profesi Akuntan 
Perkembangan profesi akuntan di Indonesia menurut Olson dibagi  2 periode yaitu : periode 
kolonial dan periode sesudah kemerdekaan. Periode kolonial, selama masa penjajahan kolonial 
Belanda yang menjadi anggota profesi akuntan adalah akuntan-akuntan Belanda dan beberapa akuntan 
Indonesia. Pada waktu itu pendidikan yang ada bagi rakyat pribumi adalah pendidikan tata buku 
diberikan secara formal pada sekolah menengah atas sedangkan secara non formal pendidikan 
akuntansi diberikan pada kursus tata buku untuk memperoleh ijazah. Periode sesudah kemerdekaan, 
pembahasan mengenai perkembangan akuntan sesudah kemerdekaan di bagi ke dalam enam periode 
yaitu: 
a. Periode I [sebelum tahun 1954] 
Pada periode I telah ada jasa pekerjaan akuntan yang bermanfaat bagi masyarakat bisnis. Hal ini 
disebabkan oleh hubungan ekonomi yang makin sulit, meruncingnya persaingan, dan naiknya 
pajak-pajak para pengusaha sehingga makin sangat dirasakan kebutuhan akan penerangan serta 
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nasehat para ahli untuk mencapai perbaikan dalam sistem administrasi perusahaan. Sudah tentu 
mereka hendak menggunakan jasa orang-orang yang ahli dalam bidang akuntansi. Kebutuhan akan 
bantuan akuntan yang makin besar itu menjadi alasan bagi khalayak umum yang tidak 
berpengetahuan dan berpengalaman dalam lapangan akuntansi untuk bekerja sebagai akuntan. 
Padahal, pengetahuan yang dimiliki akuntan harus sederajat dengan syarat yang ditetapkan oleh 
pemerintah dan juga mereka harus mengikuti pelajaran pada perguruan tinggi negeri dengan hasil 
baik. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan peraturan dengan undang-undang untuk melindungi 
ijazah akuntan agar pengusaha dan badan yang lain tidak tertipu oleh pemakaian gelar “akuntan” 
yang tidak sah. 
b. Periode II [tahun 1954 – 1973] 
Setelah adanya Undang-Undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan, ternyata 
perkembangan profesi akuntan dan auditor di Indonesia berjalan lamban karena perekonomian 
Indonesia pada saat itu kurang menguntungkan namun perkembangan ekonomi mulai pesat pada 
saat dilakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Mengingat terbatasnya tenaga 
akuntan dan ajun akuntan yang menjadi auditor pada waktu itu, Direktorat Akuntan Negara 
meminta bantuan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas nama Direktorat Akuntan 
Negara. 
Perluasan pasar profesi akuntan publik semakin bertambah yaitu pada saat pemerintah 
mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMND) tahun 1967/1968. Meskipun pada waktu itu para pemodal “membawa” akuntan 
publik sendiri dari luar negeri kebutuhan terhadap jasa akuntan publik dalam negeri tetap ada. 
Profesi akuntan publik mengalami perkembangan yang berarti sejak awal tahun 70-an dengan 
adanya perluasan kredit-kredit perbankan kepada perusahaan. Bank-bank ini mewajibkan nasabah 
yang akan menerima kredit dalam jumlah tertentu untuk menyerahkan secara periodik laporan 
keuangan yang telah diperiksa akuntan publik. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan swasta di 
Indonesia baru memerlukan jasa akuntan publik jika kreditur mewajibkan mereka menyerahkan 
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik. 
c. Periode III [tahun 1973 – 1979] 
M. Sutojo pada Konvensi Nasional Akuntansi I di Surabaya Desember 1989 menyampaikan hasil 
penelitiannya mengenai: Pengembangan Pengawasan Profesi Akuntan Publik di Indonesia, bahwa 
profesi akuntan publik ditandai dengan satu kemajuan besar yang dicapai Ikatan Akuntan Indonesia 
dengan diterbitkannya buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Norma Pemeriksaan Akuntan 
(NPA) dalam kongres Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta tanggal 30 November – 2 Desember 
1973. Dengan adanya prinsip dan norma ini, profesi akuntan publik telah maju selangkah lagi 
karena memiliki standar kerja dalam menganalisa laporan keuangan badan-badan usaha di 
Indonesia. Dalam kongres tersebut disahkan pula Kode Etik Akuntan Indonesia sehingga 
lengkaplah profesi akuntan publik memiliki perangkatnya sebagai suatu profesi. Dengan 
kelengkapan perangkat ini, pemerintah berharap profesi akuntan publik akan menjadi lembaga 
penunjang yang handal dan dapat dipercaya bagi pasar modal dan pasar uang di Indonesia. 
Pada akhir tahun 1976 Presiden Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor 52/1976, 
menetapkan pasar modal yang pertama kali sejak memasuki masa Orde Baru. Dengan adanya pasar 
modal di Indonesia, kebutuhan akan profesi akuntan publik meningkat pesat. Keputusan ini jika 
dilihat dari segi ekonomi memang ditujukan untuk pengumpulan modal dari masyarakat, tetapi 
tindakan ini juga menunjukkan perhatian pemerintah yang begitu besar terhadap profesi akuntan 
publik. 
Menurut Katjep dalam “The Perception of Accountant and Accounting Profession in Indonesia” 
yang dipertahankan tahun 1982 di Texas, A&M University menyatakan bahwa profesi akuntan 
publik dibutuhkan untuk mengaudit dan memberikan pendapat tanpa catatan (unqualified opinion) 
pada laporan keuangan yang go public atau memperdagangkan sahamnya di pasar modal. Untuk 
lebih mengefektifkan pengawasan terhadap akuntan publik, pada tanggal 1 Mei 1978 dibentuk 
Seksi Akuntan Publik (IAI-SAP) yang bernaung di bawah IAI. Sampai sekarang seksi yang ada di 
IAI, selain seksi akuntan publik, adalah seksi akuntan manajemen dan seksi akuntan pendidik. 
Sophar Lumban Toruan pada tahun 1989 mengatakan bahwa pertambahan jumlah akuntan yang 
berpraktek terus meningkat sehingga Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dengan IAI 
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membuat pernyataan bersama yang mengatur hal-hal berikut: 1) Kesepakatan untuk pemakaian PAI 
dan NPA sebagai suatu landasan objektif yang diterima oleh semua pihak. 2) Kepada wajib pajak 
badan dianjurkan agar laporan keuangan diperiksa terlebih dahulu oleh akuntan publik sebelum 
diserahkan kepada Kantor Inspeksi Pajak (sekaran Kantor Pelayanan Pajak). Laporan tersebut akan 
dipergunakan sebagai dasar penetapan pajak. 3) Kalau terjadi penyimpangan etika profesi 
(professional conduct) oleh seorang akuntan publik, akan dilaporkan oleh Direktur Jenderal Pajak 
kepada IAI untuk diselidiki yang berguna dalam memutuskan pengenaan sanksi. 
Kesepakatan ini kemudian dikuatkan oleh Instruksi Presiden No. 6 tahun 1979 dan Keputusan 
Menteri Keuangan No. 108/1979 tanggal 27 Maret 1979 yang menggariskan bahwa laporan 
keuangan harus didasarkan pada pemeriksaan akuntan publik dan mengikuti PAI. Maksud instruksi 
dan surat keputusan tersebut adalah untuk merangsang wajib pajak menggunakan laporan keuangan 
yang telah diperiksa oleh akuntan publik, dengan memberikan keringanan pembayaran pajak 
perseroan dan memperoleh pelayanan yang lebih baik di bidang perpajakan. Keputusan ini dikenal 
dengan nama 27 Maret 1979. Ini merupakan keputusan yang penting dalam sejarah perkembangan 
profesi akuntan publik dan sekaligus sebagai batu ujian bagi akuntan publik dan masyarakat 
pemakainya. 
d. Periode IV [tahun 1979 – 1983] 
Periode ini merupakan periode suram bagi profesi akuntan publik dalam pelaksanaan paket 27 
Maret. Tiga tahun setelah kemudahan diberikan pemerintah masih ada akuntan publik tidak 
memanfaatkan maksud baik pemerintah tersebut. Beberapa akuntan publik melakukan malpraktik 
yang sangat merugikan penerimaan pajak yaitu dengan cara bekerjasama dengan pihak manajemen 
perusahaan melakukan penggelapan pajak. Ada pula akuntan publik yang tidak memeriksa kembali 
laporan keuangan yang diserahkan oleh perusahaan atau opini akuntan tidak disertakan dalam 
laporan keuangan yang diserahkan ke kantor inspeksi pajak. 
e. Periode V [tahun 1983 – 1989] 
Periode ini dapat dilihat sebagai periode yang berisi upaya konsolidasi profesi akuntan termasuk 
akuntan publik. PAI 1973 disempurnakan dalam tahun 1985, disusul dengan penyempurnaan NPA 
pada tahun 1985, dan penyempurnaan kode etik dalam kongres ke V tahun 1986. Setelah melewati 
masa-masa suram, pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap masyarakat pemakai jasa 
akuntan publik dan untuk mendukung pertumbuhan profesi tersebut. Pada tahun 1986 pemerintah 
mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 763/KMK.001/1986 tentang Akuntan Publik. 
Keputusan ini mengatur bidang pekerjaan akuntan publik, prosedur dan persyaratan untuk 
memperoleh izin praktik akuntan publik dan pendirian kantor akuntan publik beserta sanksi-sanksi 
yang dapat dijatuhkan kepada kauntan publik yang melanggar persyaratan praktik akuntan publik. 
Dengan keputusan Menteri Keuangan tersebut dibuktikan pula sekali lagi komitmen pemerintah 
yang konsisten kepada pengembangan profesi akuntan publik yaitu dengan mendengar pendapat 
Ikatan profesi pada kongres ke VI IAI antara lain mengenai: pengalaman kerja yang perlu dimiliki 
sebelum praktik; keharusan akuntan publik fultimer (kecuali mengajar); izin berlaku tanpa batas 
waktu; kewajiban pelaporan berkala (tahunan) mengenai kegiatan praktik kepada pemberi izin; 
pembukaan cabang harus memenuhi syarat tertentu; izin diberikan kepada individu bukan kepada 
kantor; pencabutan izin perlu mendengar pendapat dewan kehormatan IAI; pemohon harus anggota 
IAI; pengawasan yang lebih ketat kepada akuntan asing. 
Pada tahun 1988 diterbitkan petunjuk pelaksaan keputusan Menteri Keuangan melalui Keputusan 
Direktur Jenderal Moneter No. Kep.2894/M/1988 tanggal 21 Maret 1988. Suatu hal yang mendasar 
dari keputusan tersebut adalah pembinaan para akuntan publik yang bertujuan: 1) Membantu 
perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia. 2) Memberikan masukan kepada IAI atau seksi 
akuntan publik mengenai liputan yang dikehendaki Departemen Keuangan dalam program 
pendidikan. 3) Melaksanakan penataran bersama IAI atau IAI-seksi akuntan publik mengenai hal-
hal yang dianggap perlu diketahui publik (KAP), termasuk mengenai manajemen KAP. 4) 
Mengusahakan agar staf KAP asing yang diperbantukan di Indonesia untuk memberi penataran 
bagi KAP lainnya melalui IAI atau IAI-Seksi Akuntan Publik dan membantu pelaksanaannya. 5) 
Memantau laporan berkala kegiatan tahunan KAP 
Sebelum diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Moneter tersebut, pada tahun 1987 profesi 
akuntan publik telah mendapatkan tempat terhormat dan strategis dari pemerintah yaitu dengan 
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dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK.01/1987 tentang 
Emisi Efek melalui Bursa yang telah menentukan bahwa: 1) Untuk melakukan emisi efek, emiten 
harus memenuhi persyaratan, antara lain: mempunyai laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 
akuntan public / akuntan negara untuk dua tahun buku terakhir secara berturut-turut dengan 
pernyataan pendapat “wajar tanpa syarat” untuk tahun terakhir. 2) Laporan keuangan emiten untuk 
dua tahun terakhir tersebut harus disusun sesuai dengan PABU di Indonesia disertai dengan laporan 
akuntan publik/ akuntan negara. 3) Jangka waktu antara laporan keuangan dan tanggal pemberian 
izin emisi efek tidak boleh melebihi 180 hari. (M. Sutojo, 1989: 10) 
f. Periode VI [tahun 1990 – sekarang] 
Dalam periode ini profesi akuntan publik terus berkembang seiring dengan berkembangnya dunia 
usaha dan pasar modal di Indonesia. Walaupun demikian, masih banyak kritikan-kritikan yang 
dilontarkan oleh para usahawan dan akademisi. Namun, keberadaan profesi akuntan tetap diakui 
oleh pemerintah sebagai sebuah profesi kepercayaan masyarakat. Di samping adanya dukungan 
dari pemerintah, perkembangan profesi akuntan publik juga sangat ditentukan oleh perkembangan 
ekonomi dan kesadaran masyarakat akan manfaat jasa akuntan publik.  
Beberapa faktor yang dinilai banyak mendorong berkembangnya profesi adalah: 1) Tumbuhnya 
pasar modal. 2) Pesatnya pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. 3) 
Adanya kerjasama IAI dengan Dirjen Pajak dalam rangka menegaskan peran akuntan publik dalam 
pelaksanaan peraturan perpajakan di Indonesia. 4) Berkembangnya penanaman modal asing dan 
globalisasi kegiatan perekonomian. 
Pada awal 1992 profesi akuntan publik kembali diberi kepercayaan oleh pemerintah (Dirjen Pajak) 
untuk melakukan verifikasi pembayaran PPN dan PPn BM yang dilakukan oleh pengusaha kena 
pajak. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha tersebut, Olson pada tahun 1979 di dalam 
Journal Accountancy mengemukakan empat perkembangan yang harus diperhatikan oleh profesi 
akuntan yaitu: 1) Makin banyaknya jenis dan jumlah informasi yang tersedia bagi masyarakat. 2) 
Makin baiknya transportasi dan komunikasi. 3) Makin disadarinya kebutuhan akan kualitas hidup 
yang lebih baik. 4) Tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional sebagai akibat dari fenomena 
pertama dan kedua.  
Konsekuensi perkembangan tersebut akan mempunyai dampak terhadap perkembangan 
akuntansi dan menimbulkan: 1) Kebutuhan akan upaya memperluas peranan akuntan, ruang lingkup 
pekerjaan akuntan publik semakin luas sehingga tidak hanya meliputi pemeriksaan akuntan dan 
penyusunan laporan keuangan. 2) Kebutuhan akan tenaga spesialisasi dalam profesi, makin besarnya 
tanggung jawab dan ruang lingkup kegiatan klien, mengharuskan akuntan publik untuk selalu 
menambah pengetahuan. 3) Kebutuhan akan standar teknis yang makin tinggi dan rumit, dengan 
berkembangnya teknologi informasi, laporan keuangan akan menjadi makin beragam dan rumit. 
Pendapat yang dikemukakan Olson tersebut di atas cukup sesuai dan relevan dengan fungsi 
akuntan yang pada dasarnya berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. Dari pemaparan yang 
telah dikemukakan, profesi akuntan diharapkan dapat mengantisipasi keadaan untuk pengembangan 
profesi akuntan di masa yang akan datang. 
Menurut International Federation of Accountants yang dimaksud dengan profesi akuntan 
adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang 
pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau 
dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Dalam arti sempit, profesi 
akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya 
terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen. 
Profesi Akuntan biasanya dianggap sebagai salah satu bidang profesi seperti organisasi 
lainnya, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Supaya dikatakan profesi ia harus memiliki beberapa 
syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak yang memerlukan profesi, mempercayai 
hasil kerjanya. Adapun ciri profesi menurut Harahap (1991) adalah sebagai berikut: 1. Memiliki 
bidang ilmu yang ditekuninya yaitu yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya. 2. 
Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu. 3. 
Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat/pemerintah. 4. Keahliannya 
dibutuhkan oleh masyarakat. 5. Bekerja bukan dengan motif komersil tetapi didasarkan kepada 
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fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat. Persyaratan ini semua harus dimiliki oleh profesi Akuntan 
sehingga berhak disebut sebagai salah satu profesi. 
Perkembangan profesi akuntansi sejalan dengan jenis jasa akuntansi yang diperlukan oleh 
masyarakat yang makin lama semakin bertambah kompleksnya. Gelar akuntan adalah gelar profesi 
seseorang dengan bobot yang dapat disamakan dengan bidang pekerjaan yang lain. Misalnya bidang 
hukum atau bidang teknik. Secara garis besar Akuntan dapat digolongkan sebagai berikut: 
1. Akuntan Publik (Public Accountants) 
Akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang 
memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan umumnya 
mendirikan suatu kantor akuntan. Yang termasuk dalam kategori akuntan publik adalah akuntan 
yang bekerja pada kantor akuntan publik (KAP) dan dalam prakteknya sebagai seorang akuntan 
publik dan mendirikan kantor akuntan, seseorang harus memperoleh izin dari Departemen 
Keuangan. Seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan (audit), misalnya terhadap jasa 
perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan sistem manajemen.  
2. Akuntan Intern (Internal Accountant) 
Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan 
intern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat 
diduduki mulai dari Staf biasa sampai dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan. 
Tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak 
eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, 
penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern. 
3. Akuntan Pemerintah (Government Accountants) 
Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di 
kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK). 
4. Akuntan Pendidik 
Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian 
dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di 
perguruan tinggi. 
Seseorang berhak menyandang gelar Akuntan bila telah memenuhi syarat antara lain: 
Pendidikan Sarjana jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi yang telah diakui 
menghasilkan gelar Akuntan atau perguruan tinggi swasta yang berafiliasi ke salah satu perguruan 
tinggi yang telah berhak memberikan gelar Akuntan. Selain itu juga bisa mengikuti Ujian Nasional 
Akuntansi (UNA) yang diselenggarakan oleh konsorsium Pendidikan Tinggi Ilmu Ekonomi yang 
didirikan dengan SK Mendikbud RI tahun 1976.  
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, Indonesian Institute of Accountants) adalah organisasi profesi 
akuntan di Indonesia. Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu 
Prof. Dr. Abutari, sedangkan Prof. Soemardjo lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 
1956. Akuntan-akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Sidharta, Hendra 
Darmawan, Tan Tong Djoe, dan Go Tie Siem, mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan 
ini bersama dengan Prof. Soemardjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk 
bangsa Indonesia.  
Hari Kamis, 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di aula 
Universitas Indonesia (UI) dan bersepakat untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia. Karena 
pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada maka diputuskan membentuk Panitia 
Persiapan Pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia diminta menghubungi akuntan lainnya 
untuk menanyakan pendapat mereka. Dalam Panitia itu Prof. Soemardjo duduk sebagai ketua, Go Tie 
Siem sebagai penulis, Basuki Sidharta sebagai bendahara sedangkan Hendra Darmawan dan Tan Tong 
Djoe sebagai komisaris. Surat yang dikirimkan Panitia kepada 6 akuntan lainnya memperoleh jawaban 
setuju. Perkumpulan yang akhirnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) akhirnya berdiri pada 
23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di aula UI pada pukul 19.30. 
Ketika itu, tujuan IAI adalah: 1. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi 
mutu pendidikan akuntan. 2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Sekarang IAI telah mengalami 
perkembangan yang sangat luas. Hal ini merupakan perkembangan yang wajar karena profesi akuntan 
tidak dapat dipisahkan dari dunia usaha yang mengalami perkembangan pesat. Salah satu bentuk 
48 
Anisa Putri 
perkembangan tersebut adalah meluasnya orientasi kegiatan profesi, tidak lagi semata-mata di bidang 
pendidikan akuntansi dan mutu pekerjaan akuntan, tetapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan 
kepercayaan masyarakat dan peran dalam perumusan kebijakan publik. 
Anggota individu terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. 
Anggota biasa adalah pemegang gelar akuntan atau sebutan akuntan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia dan pemegang sertifikat profesi akuntan yang diakui oleh IAI. 
Anggota luar biasa adalah sarjana ekonomi jurusan akuntansi atau yang serupa sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan profesi akuntan. Sedangkan anggota 
kehormatan adalah warga negara Indonesia yang telah berjasa bagi perkembangan profesi akuntan di 
Indonesia. Pada saat didirikannya, hanya ada 11 akuntan yang menjadi anggota IAI, yaitu para 
pendirinya. Dari waktu ke waktu anggota IAI terus bertambah. Para akuntan yang menjadi anggota IAI 
tersebar diseluruh Indonesia dan menduduki berbagai posisi strategis baik dilingkungan pemerintah 
maupun swasta. 
Sebagaimana keputusan Kongres Luar Biasa IAI pada bulan Mei 2007, selain keanggotaan 
perorangan IAI juga memiliki keanggotaan berupa Asosiasi, dan pada saat ini IAI telah memiliki satu 
anggota Asosiasi yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang sebelumnya tergabung dalam 
IAI sebagai Kompartemen Akuntan Publik. Perusahaan pengguna jasa profesi akuntan sebagai 
corporate member. IAI juga membuka keanggotaan selain para akuntan, yaitu para mahasiswa 
akuntansi yang tergabung dalam junior member.  
Kegiatan IAI antara lain:  
a. Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 
b. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Akuntan Manajemen (Certified Professional Management 
Accountant),   
c. Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) 
Pada skala internasional, IAI aktif dalam keanggotaan International Federation of 
Accountants (IFAC) sejak tahun 1997. Di tingkat ASEAN IAI menjadi anggota pendiri ASEAN 
Federation of Accountants (AFA). Keaktifan IAI di AFA pada periode 2006-2007 semakin penting 
dengan terpilihnya IAI menjadi Presiden dan Sekjen AFA. Selain kerjasama yang bersifat multilateral, 
kerjasama yang bersifat bilateral juga telah dijalin oleh IAI diantaranya dengan Malaysian Institute of 
Accountants (MIA) dan Certified Public accountant (CPA). 
 
PENUTUP 
Standar akuntansi keuangan yang berkualitas dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin, di 
mana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh 
karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan dan mutlak 
diperlukan pada masa sekarang ini. Terkait hal tersebut,dinamika kegiatan pengembangan standar 
akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah 
dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. 
 
Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 
1973. Kemudian, tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Berikutnya pada tahun 1994, IAI 
kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku ”Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994.” Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk 
melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. 
Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi 
adopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Program 
adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana dalam 
beberapa tahun ke depan. 
Untuk dapat menghasilkan standar akuntansi keuangan yang baik, maka badan penyusunnya 
terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Pada periode kepengurusan IAI 
tahun 1994-1998 nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite 
SAK). Kemudian, pada Kongres VIII IAI tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK 
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diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan diberikan otonomi 
untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu, juga telah dibentuk Komite Akuntansi 
Syariah (KAS) dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK). Komite Akuntansi 
Syariah (KAS) dibentuk tanggal 18 Oktober 2005 untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan 
PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi transaksi syariah yang dilakukan oleh DSAK. 
Sedangkan DKSAK yang anggotanya terdiri atas profesi akuntan dan luar profesi akuntan, yang 
mewakili para pengguna, merupakan mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK 
di Indonesia. 
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